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GCG (Good Corporate Governance) is the most popular principle to keep integrity for organization in the 
world. Almost all countries in the world keep this principle for building accountability and transparency. 
Unfortunately, in the practice, GCG has less interpretation about the value of stakeholder. This research is 
aiming at reconstruction GCG (OECD version) and looking for the more acceptable concept for Islamic 
values. Hopefully, it  can give solution for the problem itself. Having analyzed values and characters of SET, 
we construct new GCG based on sharia’s values. These values are; first; understanding about stakeholder 
company more deeply, second; the principle about stakeholder rights; third; the equality about stakeholder 
behaviour; fourth; principle of transparency;fifth; about accountability of company. 
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PENDAHULUAN 
Good Corporate Governance (GCG) merupa-
kan mekanisme untuk mengendalikan, meng-
atur dan mengelola bisnis dengan maksud untuk 
meningkatkan kemakmuran dan akuntabilitas, 
yang tujuan akhirnya untuk mewujudkan 
shareholders value (Lastanti, 2005). Tjager 
(2003) mengutip pendapat Newel & Wilson 
(2002) menyatakan, bahwa secara teoritis GCG 
dapat meningkatkan nilai perusahaan diantara-
nya meningkatkan kinerja keuangan, me-
ngurangi resiko yang mengakibatkan tindakan 
pengelola yang cenderung menguntungkan diri 
sendiri dan umumnya dapat meningkatkan 
kepercayaan investor. Sedangkan Definisi 
Corporate Governance dalam Khomsiyah 
(2003), yaitu Corporate Governance sebagai 
suatu cara untuk menjamin, bahwa manajemen 
bertindak yang terbaik untuk stakeholders, di-
mana pelaksanaannya menuntut adanya per-
lindungan yang kuat antara hak hak pemegang 
saham terutama pemegang saham minoritas.  
Selama ini, penelitian yang dilakukan 
mengenai GCG masih sebatas penelitian dalam 
bingkai positivism. Penelitian yang dilakukan 
banyak mengacu pada penerapan GCG dan 
pengaruhnya terhadap peningkatan kinerja serta 
mekanisme GCG dan pengaruhnya terhadap 
kualitas laba dan peningkatan kinerja. Pene-
litian mengenai penerapan GCG dan pengaruh-
nya terhadap kinerja, antara lain dilakukan oleh: 
Day report (1994) dalam Kusumawati et al. 
(2005), Darmawati et al., (2004) dan Mitton 
(2002). sedangkan Penelitian yang menguji 
tentang kepemilikan manajerial dan pengaruh-
nya terhadap peningkatan kinerja, antara lain 
dilakukan oleh: Ross et al. (1999); Vafeas 
(2000), Shleifer dan Vishy (1986); Walfred et 
al. (1995). Penelitian yang menguji proporsi 
dewan direksi terhadap kinerja perusahaan, 
antara lain dilakukan oleh: Beasley (1996); 
Chtourou et al. (2001) dan Dalton et al. (1999) 
dalam Wardhani (2006). sedangkan Penelitian 
mengenai komite audit dan pengaruhnya ter-
hadap kualitas laba, antara lain dilakukan oleh 
Klein (2002).  
Agar dapat mewujudkan tujuan GCG, 
yaitu mewujudkan shareholders value, maka 
dalam pelaksanaannya memerlukan seperangkat 








prinsip GCG yang dikembangkan The Organi-
zational for Economic Corporate and Deve-
lopment/OECD (1999), meliputi lima prinsip, 
yaitu: pertama, perlindungan terhadap hak-hak 
pemegang saham. Kedua, persamaan perlakuan 
terhadap seluruh pemegang saham. Ketiga, 
peranan stakeholders yang terkait dengan per-
usahaan. Keempat, keterbukaan dan trans-
paransi. Kelima, akuntabilitas dewan komisaris 
(board of directors).  
Prinsip-prinsip yang digagas oleh 
OECD tersebut, seringkali dijadikan sebagai 
acuan, pedoman dan referensi oleh negara-
negara lain di dunia untuk menyusun prinsip-
prinsip GCG baru. Tentu saja penyusunannya 
disesuaikan dengan sistim hukum, aturan, atau 
nilai yang berlaku di negara masing-masing 
bilamana diperlukan. Karena, bagaimanapun 
setiap negara di dunia memiliki karakteristik 
sistim hukum, budaya, dan lingkungan yang 
berbeda antara satu dengan yang lainnya. Tidak 
dapat dipungkiri, bahwa Bank Dunia dan 
OECD telah memberikan kontribusi penting 
dalam pengembangan prinsip-prinsip corporate 
governance di berbagai negara (termasuk 
Indonesia). Prinsip-prinsip atau pedoman 
pelaksanaan corporate governance menunjuk-
kan adanya suatu perlindungan, tidak hanya 
kepada pemegang saham, tetapi juga meliputi 
seluruh pihak yang terlibat dalam perusahaan 
termasuk masyarakat (Khomsiyah, 2003). 
Walaupun prinsip-prinsip tersebut telah 
dibuat dengan sedemikian rupa, akan tetapi 
pelaksanaannya tidak dapat seperti yang 
diharapkan atau dengan kata lain banyak 
hambatan yang menghalanginya. Hambatan-
hambatan ini secara langsung akan dapat 
mempengaruhi implementasi GCG tersebut. 
Hambatan-hambatan tersebut menurut FCGI 
dalam Emirzone (2007: 239), yaitu: pertama, 
masih banyak perusahaan berbentuk perusahaan 
keluarga atau perusahaan tertutup; kedua, masih 
tertutupnya para pengusaha dalam memberikan 
informasi; ketiga, banyak pengusaha yang 
belum memahami GCG; keempat, prinsip GCG 
hanya sebatas pedoman yang tidak wajib di 
ikuti atau hanya bersikap valuntary (sukarela).  
Hambatan-hambatan ini pada dasarnya 
akan dapat diminimalkan jika semua personal 
yang terlibat didalamnya, memiliki intepretasi 
yang sama akan pentingnya GCG dalam 
meningkatkan shareholders value. Disamping 
itu juga, semua personal tersebut harus 
memiliki pemahaman yang sama akan 
anggapan, bahwa perusahaan adalah amanah 
dari stakeholders. Sehingga, dalam men-
jalankan perusahaan harus dilaksanakan dengan 
sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.  
Pelaksanaan GCG yang sampai saat ini 
masih belum bisa dijalankan dengan begitu baik 
merupakan fenomena yang pantas untuk 
direnungkan kemudian dicarikan solusi untuk 
menjawab permasalahan yang ada. “Mengapa 
sampai saat ini konsep ini begitu sulit 
diterapkan, apakah karena sistim dan kultur 
yang tidak kondusif? Ataukah memang karena 
ada sesuatu yang salah dalam konsep tersebut?” 
 
Pokok Permasalahan dan Fokus Penelitian 
Berangkat dari konstruksi dasar pemikiran 
tersebut, maka pokok permasalahan dalam 
penelitian ini, adalah pertama, bagaimana 
konsep GCG ditinjau dari Perspektif Shari’ate 
Enterprise Theory?; kedua, bagaimana rekon-
struksi konsep GCG dengan menggunakan alat 
analisis SET?.  
Sedangkan penelitian ini difokuskan 
pada prinsip-prinsip yang digagas oleh The 
Organizational for Economic Corporate and 
Development (OECD) yang meliputi lima 
prinsip, yaitu: pertama, perlindungan terhadap 
hak-hak pemegang saham. Kedua, persamaan 
perlakuan terhadap seluruh pemegang saham. 
Ketiga, peranan stakeholders yang terkait 
dengan perusahaan. Keempat, keterbukaan dan 
transparansi. Kelima, akuntabilitas dewan 
komisaris (board of directors). diperlukan. 
 
Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Dengan memperhatikan dasar kontruksi 
pemikiran dan pokok permasalahan di atas, 
maka tujuan dari penelitian ini adalah melaku-
kan rekonstruksi terhadap konsep GCG yang 
ada dengan menggunakan perspeksif shari’ate 
enterprise theory (SET).  
Dengan melakukan rekonstruksi ter-
sebut diharapkan penelitian ini memberikan 
beberapa manfaat, antara lain: pertama, di-
harapkan dapat membantu untuk memperbaiki 
penerapan GCG saat ini, sehingga nantinya 
akan mampu mempercepat pemulihan per-
ekonomian Indonesia. Kedua, menambah 
khasanah keilmuan dalam akuntansi syari’ah 
dan ilmu-ilmu lain yang berhubungan dengan 
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KAJIAN TEORI 
Menyingkap Tabir Good Corporate Governance 
Berbagai macam prinsip GCG yang dibuat oleh 
para ahli, pada dasarnya memiliki satu tujuan. 
Tujuan tersebut adalah untuk menciptakan 
suatu tata kelola korporasi yang baik menuju 
praktek bisnis yang sehat dan profesional 
(Indrayani, 2001: 33). Dengan mengacu pada 
prinsip GCG versi OECD, yang meliputi lima 
prinsip tersebut, maka oleh peneliti dijabarkan 
sebagai berikut: 
 
Prinsip perlindungan terhadap hak-hak 
para pemegang saham 
Prinsip pertama ini menekankan pada per-
lindungan terhadap hak-hak para pemegang 
saham pemegang saham, dimana perlindungan 
tersebut meliputi: pertama, hak-hak para pe-
megang saham, yang mencakup: metode dalam 
pencatatan kepemilikan, pengalihan atau 
pemindahan saham, memperoleh informasi 
tentang perusahaan dalam waktu yang tepat dan 
berkala, berpartisipasi dalam memberikan 
dalam RUPS, berpartisipasi aktif untuk memilih 
dewan komisaris. Kedua, hak pemegang saham 
untuk berpartisipasi aktif dalam perusahaan dan 
hak mendapatkan informasi tentang keputusan 
yang berkaitan dengan perubahan perusahaan 
yang fundamental, seperti: a) perubahan Ang-
garan Dasar atau dokumen sejenis dari perusa-
haan; b) otoritas tambahan saham; c) transaksi-
transaksi luar biasa sebagai akibat dari pen-
jualan perusahaan. Ketiga, hak pemegang 
saham untuk mempunyai kesempatan yang 
sama dan berpartisiasi secara efektif dan mem-
punyai hak untuk memberikan suara dalam 
rapat umum pemegang saham (RUPS) dan 
harus memberi informasi tentang aturan-aturan, 
mencakup prosedur pemberikan suara, yang 
mempengaruhi RUPS pemegang saham. Ke-
empat, hak untuk mengungkap kemungkinan 
tidak sepadan atau tidak seimbangnya struktur 
modal yang mengakibatkan para pemegang 
saham tertentu memperoleh tingkat pengen-
dalian yang tidak seimbang atau sepadan 
dengan kepemilikan ekuitas mereka. Kelima, 
hak untuk mendapatkan market for corporate 
control, dimana harus berfungsi secara efisien 
dan transparan, misalnya untuk aturan-aturan 
dan prosedur-prosedur yang mempengaruhi 
akuisisi tentang pengendalian korporat dalam 
pasar modal, dan transaksi-transaksi yang luar 
biasa seperti merger, dan lain-lain. Keenam, 
Hak para pemegang saham termasuk investor 
kelembagaan, dalam mempertimbangkan biaya 
dan manfaat untuk melaksanakan pemberian 
suara.  
 
Prinsip persamaan perlakuan terhadap 
seluruh pemegang saham  
Prinsip ini menekankan pada persamaan 
perlakuan terhadap seluruh pemegang saham 
baik mayoritas maupun minoritas dan pe-
megang saham asing terhadap hak-hak mereka 
atas: hak untuk mendapatkan perlakuan yang 
sama dan adil, hak untuk mendapatkan 
perlindungan dalam penyalahgunaan praktik-
praktik insider trading dan self trading serta 
hak pemegang saham baik mayoritas maupun 
minoritas untuk mengungkapkan kepentingan 
material dalam transaksi-transaksi atau hal-hal 
yang mempengaruhi keputusan perusahaan.  
 
Prinsip peranan stakeholders yang terkait 
dengan perusahaan  
Prinsip ini mengakui peran dan kerjasama dari 
berbagai pihak yang berkepentingan dalam 
perusahaan untuk membuat perusahaan tetap 
eksis. Misalnya karyawan, manajer, pemegang 
saham, kreditor, investor, dan pemerintah. Oleh 
karena itu, dalam kerangka corporate govern-
ance harus memberikan pengakuan terhadap 
hak-hak stakeholders untuk mendorong kerja-
sama yang efektif antara perusahaan dan stake-
holders dalam menciptakan kemakmuran, 
pekerjaan dan kelangsungan hidup perusahaan 
secara financial yang sehat. Selain itu, prinsip 
ini juga memuat tentang pengakuan terhadap 
pihak-pihak yang berkepentingan terhadap 
perusahaan, khususnya pihak-pihak yang lain 
yang berada di luar pemegang saham dan 
pengurus perusahaan.  
 
Prinsip keterbukaan dan transparansi  
Prinsip ini mengandung arti, bahwa keterbuka-
an dan transparansi merupakan prinsip yang 
sangat mendasar bagi suatu perusahaan. Dalam 
pengungkapan informasi harus dilakukan secara 
tepat waktu dan akurat, terhadap semua hal 
yang berkaitan dengan perusahaan, yang 
mencakup: keuangan, kinerja, kepemilikan 
perusahaan, tata kelola perusahaan untuk meng-








ungkapan tersebut, hal yang perlu dilakukan 
oleh perusahaan adalah memberikan ke-
mudahan untuk berbagai pihak yang ber-
kepentingan untuk mengakses informasi 
tersebut. Di samping itu, perusahaan harus 
membuat code of conduct untuk para direksi 
untuk mempertanggungjawabkan segala ke-
putusan yang dibuatnya. 
Prinsip keterbukaan dan transparansi 
juga menekankan, bahwa informasi yang di-
ungkap oleh perusahaan harus disusun, diaudit 
dan disajikan sesuai dengan standar yang 
berkualitas tinggi dalam hal ini sesuai dengan 
prinsip akuntansi yang berlaku umum (PSAK) 
yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia 
(IAI). Pihak manajemen harus meminta auditor 
eksternal melakukan audit yang bersifat inde-
penden atas laporan keuangan. 
  
Prinsip akuntabilitas dewan komisaris  
Prinsip ini mengharuskan perusahaan untuk 
melakukan pengungkapan atas keputusan yang 
dibuat oleh dewan direksi dan manajemen 
sebagai bentuk pertanggungjawaban mereka. 
Selain itu, harus menjamin pedoman strategis 
perusahaan, pengawasan yang efektif oleh 
dewan komisaris serta akuntabilitas dewan 
komisaris terhadap para pemegang saham dan 
perusahaan. Disclosure dan transparancy ini 
biasanya mencakup: pertama, tindakan dewan 
komisaris, harus dilakukan dengan dasar 
informasi yang lengkap, itikad baik, cermat dan 
hati- hati dan mementingkan kepentingan per-
usahaan dan pemegang saham. Kedua, keputus-
an yang diambil oleh dewan komisaris yang 
dapat mempengaruhi perusahaan pemegang 
saham. Ketiga, keputusan yang diambil oleh 
dewan komisaris harus menunjukkan suatu 
ketaatan terhadap hukum dan yang berlaku 
dengan mempertimbangkan kepentingan para 
pemegang saham. Keempat, keputusan yang 
diambil oleh dewan komisaris yang menyang-
kut perusahaan dan pemegang saham harus 
dilakukan dengan sikap yang obyektif dan 
independen. Kelima, Dewan komisaris harus 
memiliki akses informasi yang akurat, relevan 
dan tepat waktu. 
 
Awal Penjelajahan Untuk Memahami 
Shari’ate Enterprise Theory  
Konsep SET lahir sebagai upaya untuk mem-
bangun akuntansi syari’ah, dengan cara meng-
internalisasikan nilai-nilai tauhid ke dalam 
konsep Enterprise Theory, sehingga meng-
hasilkan konsep yang lebih humanis, tran-
sendental dan teleologikal. Dengan demikian 
dapat dikatakan, bahwa konsep SET lahir 
dengan dilandasi oleh akidah syahadatain (nilai 
tauhid) yang mengakui adanya Ke-Esa-an Allah 
dan Tiada Tuhan selain Allah didalamnya (lihat 
Q.S Al-Ahqaaf ayat 4) 
 
Tabel 1: Nilai-nilai dalam Shari’ate enterprise theory 
No. Nilai- nilai Keterangan 
1. Keadilan Suatu nilai yang mewajibkan manusia untuk mendistribusikan rahmat terhadap se-
luruh makluk di alam raya dengan tanpa terkecuali. Pendistribusian yang dimaksud 
adalah pendistribusian yang tidak hanya mengutamakan pihak-pihak yang memiliki 
kontribusi terhadap penciptaan kekayaan perusahaan (stakeholders) saja. Tetapi, juga 
kepada pihak-pihak lain yang tidak memiliki kontribusi dan memiliki hubungan 
dengan perusahaan. Pihak-pihak tersebut, seperti: fakir miskin, anak-anak yatim, ibnu 
sabil, dan lain-lain.  
2. Amanah Nilai yang mewajibkan manusia untuk menjalankan perusahaan sesuai dengan aturan 
main dari “Sang Pemberi Amanah”. Oleh karena itu, di dalam menjalankan perusaha-
an (dalam menyebarkan rahmat) harus sesuai dengan kehendak dan ketentuan dari 
Allah (syari’ah Allah). 
3. Pertanggungja
waban 
Nilai yang mewajibkan manusia untuk mempertanggungjawabkan segala tindakan 
yang dilakukannya, baik dalam konteks sebagai pengemban amanah maupun sebagai 
khalifah Allah. Pertanggungjawaban dalam konsep shari’ate enterprise theory adalah 
pertanggungjawaban yang bersifat komprehensif, yang meliputi pertanggungjawaban 
vertikal (pertanggungjawaban kepada Khaliqnya) dan pertanggungjawaban horizontal 
(pertanggungjawaban terhadap umat, yang meliputi seluruh stakeholders baik 
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 Tabel 2: Ringkasan karakter Shari’ate enterprise theory 
No Karakteristik Keterangan 
1. Humanis nilai yang memandang, memperlakukan dan mengembalikan manusia sesuai 
dengan fitrahnya sebagai mahluk dan khalifah Allah dengan segenap potensi 
diri yang dimilikinya 
2. Emansipatoris ekspresi dari kemerdekaan manusia atau sekelompok manusia dari segala 
bentuk penindasan, eksploitasi dan hegemoni manusia atau kelompok lain 
baik dalam bentuk aksi atau ideologi. Karakter ini memberikan kebebasan dari 
segala bentuk penindasan dengan memberikan perlakuan yang sama berdasar-
kan keadilan 
3. Transendental nilai yang berorientasi pada lintas dimensi antara kepentingan duniawi dan 
ukhrowi 
4. Teleologikal nilai yang berisi suatu penyerahan dan ketundukan manusia atas kuasa Illahi 
sehingga dalam segala gerak hidupnya sebagai manifestasi ibadah kepada 
Allah 
Sumber: Slamet, 2001: 256; lihat juga Triyuwono, 2002: 3; Triyuwono, 2006: 320 
 
Ada dua aksioma yang mendasari 
lahirnya SET. Pertama, Allah sebagai pencipta 
dan pemilik sekaligus penguasa tunggal alam 
semesta beserta sumberdaya yang ada (Q.S Al-
ahqaaf: 3 dan Al-Baqarah: 284). Hal ini berarti, 
Allah adalah sumber utama amanah dan manu-
sia adalah Sang penerima amanah. Sumberdaya 
yang dimiliki manusia (stakeholders) adalah 
suatu amanah dari Allah yang masing-masing 
melekat tanggung jawab untuk menggunakan 
sumber daya tersebut sesuai dengan aturan 
main (ketentuan dan tujuan) yang telah dibuat 
Allah (Slamet, 2001: 266). 
Kedua, manusia sebagai sebagai wakil 
Allah dimuka bumi (khalifatullah fil ’ardh). 
Dengan kedudukan manusia tersebut, maka 
manusia dituntut untuk mengelola bumi dan 
sumber daya yang melekat didalamnya dengan 
sebaik-baiknya. Selain itu juga, manusia 
berkewajiban untuk menyebarkan rahmat 
(kekayaan, wealth) kepada seluruh mahluk 
(rahmatan lil ’alamin) dengan cara–cara amr 
ma’ruf nahi munkar, berkeadilan dan sesuai 
dengan akal dan hati nurani yang dimilikinya 
(Q.S. 21 ayat 107). 
 
Pendekatan Metodologi dan Cakupannya  
Penelitian ini merupakan penelitian kritis. 
Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk 
menelaah secara kritis konsep GCG bila 
ditinjau dari Shari’ate Enterprise Theory 
(SET). Penelitian ini diharapkan mampu 
membebaskan, merubah prinsip-prinsip GCG 
versi OECD dan mencari alternative lain, yaitu 
prinsip-prinsip GCG dalam konstruksi syari’ah. 
Sehingga, dapat digunakan untuk mengurangi 
keterbatasan yang dimiliki oleh konsep GCG 
sebelumnya serta untuk mencari solusi atas 
permasalahan sosial yang sedang terjadi di 
dalam prinsip-prinsip GCG versi OECD 
tersebut.  
Untuk itu, penelitian ini menggunakan 
pendekatan penelitian alternatif (kualitatif). 
Dengan menggunakan paradigma kritis, maka 
peneliti kemudian melakukan analisis, dengan 
cara: pertama, membedah konsep GCG dan 
prinsip-prinsip GCG versi OECD yang 
dijadikan sebagai obyek penelitian. Kedua, 
mengeksplorasi nilai-nilai dan karakteristik 
yang dimiliki SET yang dijadikan alat analisis 
penelitian. Ketiga, menemukan nilai-nilai dan 
karakteristik yang dimiliki SET dalam prinsip-
prinsip GCG versi OECD. Keempat, mencari 
kekurangan dan kelemahan prinsip-prinsip 
GCG versi OECD. Kelima, memasukkan nilai-
nilai dan karakteristik yang dimiliki SET ke 
dalam kelemahan prinsip-prinsip GCG versi 
OECD. Keenam, melakukan rekonstruksi 
terhadap prinsip-prinsip GCG versi OECD 
untuk menghasilkan prinsip-prinsip GCG baru 
yang sarat akan nilai-nilai syari’ah. 
Dalam penelitian ini, pengumpulan data 
dilakukan dengan cara dokumentasi (Moleong 
1991: 6). Dokumentasi tersebut dilakukan pada 
data-data literatur yang berupa teori mengenai 
GCG, dan SET, baik yang ditulis dalam buku, 
majalah, jurnal, surat kabar, artikel, buletin 
majalah, serta rujukan penelitian terdahulu yang 








Sedangkan alat analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini, adalah nilai-
nilai dan karakteristik yang terkandung dalam 
SET, yang meliputi: nilai keadilan, nilai 
amanah dan nilai pertanggungjawaban. Sedang-
kan karakteristik SET yang juga digunakan 
sebagai alat analisis, yaitu: nilai humanis, 
emansipatoris, transendental dan teleologikal.  
 
PEMBAHASAN  
Good Corporate Governance dalam Kaca-
mata Shari’ate Enterprise Theory 
Membedah prinsip-prinsip GCG yang sesuai 
dengan SET 
Dengan menggunakan nilai-nilai dalam SET, 
yang meliputi nilai keadilan, amanah, dan per-
tanggungjawaban, maka pada kajian ini peneliti 
berusaha untuk membedah konsep GCG versi 
OECD yang telah ada untuk menemukan nilai-
nilai dan karakter yang sesuai dengan SET. 
Diharapkan nantinya, nilai-nilai yang terdapat 
dalam SET akan mampu menjadi filter untuk 
menjustifikasi apakah konsep GCG versi 
OECD tersebut sesuai dengan SET atau tidak.  
Jika kita manelaah konsep GCG secara 
mendalam, maka dapat dikatakan, bahwa kon-
sep GCG telah memiliki nilai keadilan, amanah 
dan pertanggungjawaban seperti yang ter-
kandung di dalam SET, dan memiliki kesamaan 
orientasi diantara keduanya. Kesamaan orien-
tasi tersebut, yaitu nilai keadilan, yaitu sama-
sama berusaha untuk mendistribusikan rahmat 
baik kepada pihak-pihak yang berkepentingan 
dengan perusahaan baik langsung maupun tidak 
langsung. Selain itu, konsep ini juga tidak 
menekankan adanya pendistribusian kesejah-
teraan yang sama rata tetapi pada pendistri-
busian kesejahteraan kepada stakeholders 
sesuai dengan kontribusi yang diberikan kepada 
perusahaan. Nilai amanah, yaitu sama-sama 
memiliki pandangan bahwa sumberdaya adalah 
sebuah amanah yang wajib dikelola untuk 
kemaslahatan bersama. Dengan kata lain, 
amanah tersebut dilakukan untuk menciptakan 
kesejahteraan bagi seluruh partisipan (stake-
holders) baik langsung maupun tidak langsung. 
Nilai pertanggungjawaban, yaitu sama-sama 
memiliki pandangan bahwa sumberdaya adalah 
sebuah amanah yang wajib dikelola untuk 
kemaslahatan bersama dan harus dipertang-
gungjawabkan kepada Sang Pemberi Amanah. 
Dengan kata lain, sumberdaya adalah sebuah 
amanah yang harus dipergunakan untuk men-
ciptakan kesejahteraan bagi seluruh partisipan 
(stakeholders) baik langsung maupun tidak 
langsung. Hal ini sesuai dengan tujuan kekhali-
fahan manusia di muka bumi, yaitu menyebar-
kan rahmat bagi seluruh mahluk (rahmatal lil 
’alamin). Tetapi yang membedakan diantara 
keduanya adalah dalam hal sumber amanahnya. 
Seperti yang kita ketahui, bahwa GCG dan 
nilai-nilai yang mendasarinya, sumber amanah-
nya berasal dari para pemegang saham (share-
holders), sehingga konsep pertanggungjawaban 
yang dibawanya hanya sebatas pertanggung-
jawaban yang ditujukan kepada para pemegang 
saham tersebut (pertanggungjawaban hori-
zontal). Sedangkan di dalam SET, sumber 
amanah utamanya adalah Allah, sebagai 
pemilik dan penguasa tunggal alam semesta. 
Implikasinya, maka bentuk pertanggung-
jawaban yang dimiliki oleh SET selain hori-
zontal (yang ditujukan kepada shareholders 
perusahaan, dan alam lingkungan) juga per-
tanggungjawaban vertikal (yang ditujukan 
kepada Allah). 
 
Menggali karakteristik SET dalam GCG 
Merujuk pada pemaparan sebelumnya, 
karakteristik SET, meliputi: humanis, eman-
sipatoris, transendental dan teleologikal 
(Slamet, 2001: 255; Triyuwono, 2006: 322-
325). Untuk menggali karakteristik SET dalam 
konsep GCG, ada satu langkah penting yang 
dilakukan oleh peneliti. Langkah tersebut, yaitu 
dengan mengajukan sebuah pertanyaan, ”dari 
manakah sumber utama amanah berasal?”. Dari 
pertanyaan ini peneliti akan mampu menggali 
karakteristik SET dalam konsep GCG. 
Hasil pemaparan sebelumnya, sumber 
utama amanah dari konsep GCG berasal dari 
para partisipan (stakeholders). Oleh karena itu, 
segala pertimbangan dicurahkan untuk mem-
buat keputusan dalam rangka meningkatkan 
kesejahteraan para stakeholders tersebut. 
Sebagai konsekuensinya, maka perusahaan 
mempertanggungjawabkannya hanya kepada 
mereka. Dari jawaban inilah sebenarnya kita 
telah mampu mengidentifikasi, bahwa konsep 
GCG tidak memiliki nilai transendental dan 
teleologikal.  
Konsep GCG yang bertujuan untuk 
meningkatkan shareholders value, mengakui 
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pun tidak langsung, mengakui hak pemegang 
saham baik mayoritas maupun minoritas sekali-
gus mengakui, bahwa pembentukan kekayaan 
sebagai usaha kolektif dari sekelompok orang. 
Sehingga, pemenuhan kebutuhan ditujukan 
untuk kepentingan seluruh anggota partisipan 
baik langsung maupun tidak langsung, kepen-
tingan para pemegang saham mayoritas dan 
minoritas dan kepentingan seluruh anggota 
kelompok yang berperan aktif dalam pem-
bentukan kekayaan perusahaan.  
Dengan demikian dapat simpulkan, 
bahwa konsep GCG memiliki karakter humanis 
dan emansipatoris. Karakter humanis dan 
emansipaoris yang dimiliki oleh GCG memiliki 
substansi yang sama dengan karakter humanis 
dan emansipatoris yang dimiliki oleh SET. 
Karakter humanis yang terbentuk dalam SET 
didasarkan atas aksioma, bahwa manusia se-
bagai khalifah Allah di muka bumi. Untuk itu, 
manusia di tuntut untuk mampu menyebarkan 
rahmat bagi seluruh mahluk (rahmatan 
lil’alamin). Sedangkan karakter emansipatoris, 
dapat dibuktikan dengan adanya pengakuan 
untuk meningkatkan stakeholders value dalam 
tujuan GCG. Hal ini berarti, bahwa titik sentral 
dari GCG ini tidak lagi mengacu pada stock-
holders (para pemegang saham) saja tetapi para 
stakeholders yang didalamnya bisa pemegang 
saham, karyawan, kreditor, investor, dan 
pemerintah. Hal ini membuktikan, bahwa telah 
terjadi pergeseran bentuk pendistribusian 
kekayaan dari stockholders ke stakeholders 
baik langsung maupun tidak langsung. Hal ini 
sesuai dengan nilai emansipatoris yang dibawa 
oleh SET, yaitu memposisikan keseluruhan 
kelompok secara adil.  
Berdasarkan dari pembahasan di atas, 
kita dapat mengidentifikasi karakteristik SET 
yang dimiliki oleh GCG. Dari keempat karak-
teristik SET, yaitu: humanis, emensipatoris, 
transendental dan teleological ternyata hanya 
karakter humanis dan emansipatoris saja yang 
dimiliki oleh konsep GCG. Sedangkan karak-
teristik transendental dan teleologikal tidak ber-
hasil ditemukan karena adanya perbedaan sum-
ber utama amanah yang melekat didalamnya. 
 
Shari’ate Enterprise Theory - Prinsip 
Khalifatullah Fil ‘Ardh: Sebagai Jawaban 
Tuntutan Zaman 
Perusahaan dalam berbisnis selalu bertujuan 
akhir untuk mencapai laba yang sebesar-
besarnya dengan biaya yang seminimal 
mungkin. Tujuan ini semakin mapan ketika 
perusahaan dibangun sedemikian rupa dengan 
menggunakan metafora tertentu (Triyuwono, 
1997a). Misalnya, dengan menggunakan 
metafora mesin, (Morgan, 1986; Sugiharto, 
1996: 29; dalam Triyuwono, 1997a). Peng-
gunaan metafora mesin ini berdampak pada 
perlakuan terhadap manusia yang hanya dididik 
dan dilatih dengan ketrampilan tertentu sesuai 
dengan job di mana ia akan ditempatkan. Ia 
direduksi menjadi sparepart dari sebuah mesin 
organisasi dengan tujuan untuk meraih laba 
semaksimal mungkin.  
Pemahaman tentang hakekat diri 
manusia merupakan hal yang sangat penting, 
karena akan dapat mempengaruhi cara pandang 
seseorang terhadap realitas yang dihadapi dan 
yang akan dikonstruksi. Misalnya, memper-
sepsikan manusia sebagai homo economicus, 
akan menghantarkan cara pandang seseorang 
terhadap realitas berdasarkan pada sudut 
pandang ekonomi saja. Dampaknya, tindakan-
tindakan yang dilakukan oleh manusia akan 
cenderung mengarah kepada pembentukan 
realitas yang berorientasi pada ekonomi saja 
(Triyuwono, 1996; 2000c: 298).  
Hal ini tentu saja berbeda dengan cara 
pandang manusia yang memposisikan dirinya 
sebagai khalifatullah fil ‘ardh. Dengan mem-
presepsikan dirinya sebagai khalifatullah fil 
ardh, manusia memiliki misi untuk mendistri-
busikan rahmat dengan seadil-adilnya kepada 
seluruh mahluk dimuka bumi tanpa terkecuali 
(lihat Q.S Al-Baqarah 254 dan 267) sesuai 
dengan kehendak Tuhan, The will of God (lihat 
Triyuwono, 1997a: 19). Atau dengan kata lain, 
pendistribusian rahmat tersebut tidak hanya 
ditujukan kepada kepada pihak-pihak yang 
telah memberikan kontribusi kepada per-
usahaan saja, seperti: para pemegang saham, 
karyawan, kreditur, investor, pemerintah dan 
masyarakat (lihat lebih jauh Triyuwono, 2001: 
137; Slamet, 2001: 270). Tetapi juga kepada 
pihak-pihak lain di luar perusahaan yang nota-
bene tidak memberikan kontribusi dalam pen-
capaian kekayaan perusahaan dan tidak ber-
kaitan sama sekali dengan perusahaan, seperti: 
para fakir miskin, anak-anak yatim, ibnu sabil 
dan lain-lain (Lihat Q.S. An-Nuur ayat 56; Al-
Baqaraah ayat 215; dan Al-Baqaraah ayat 273).  
Untuk mencapai misi tersebut, maka 








mengkonstruk suatu organisasi dengan meng-
gunakan metafora amanah. Menurut Triyuwono 
(1996 dan 1997a), metafora amanah ini 
diturunkan dari prinsip khalifatullah fil ardh. 
Oleh karena itu, dalam metafora amanah ada 
tiga bagian penting yang harus diperhatikan 
yaitu: pemberi amanah, penerima amanah, dan 
amanah itu sendiri. Dalam konteks SET, Sang 
pemberi amanah adalah Allah, Tuhan Seru 
sekalian Alam. Dengan kekuasaannya yang 
absolut, Tuhan menciptakan manusia sebagai 
wakil-Nya di muka bumi untuk menyebarkan 
rahmat bagi mahluk seluruh alam semesta (lihat 
Q.S. Al-Baqaraah: 30; Q.S. Faathir: 39). Dalam 
hal ini yang dimaksud sebagai penerima 
amanah adalah manusia dan sebagai obyek 
amanah adalah rahmat (kekayaan, informasi, 
hak dan kewajiban).  
Dalam konteks organisasi yang 
menggunakan metafora amanah, dalam tataran 
operasionalnya akan menggunakan metafora 
zakat (a zakat metahaphorised organizational 
reality). Sehingga, laba tidak lagi menjadi 
prioritas utama perusahaan, tetapi pembayaran 
zakat yang setinggi-tingginya yang menjadi 
tujuan utama perusahaan (Triyuwono, 1997a)  
Menurut Triyuwono (1997a: 25), peng-
gunaan metafora zakat untuk menciptakan 
realitas organisasi mempunyai beberapa makna. 
Pertama, ada transformasi pencapaian dalam 
laba bersih yang maksimal ke pencapaian zakat. 
Ini berarti pencapaian laba bukan merupakan 
tujuan akhir perusahaan, tetapi hanya sekedar 
tujuan antara. Kedua, karena yang menjadi 
tujuan, maka segala aturan main perusahaan 
harus tunduk pada aturan syari’ah. Ketiga, 
zakat mengandung perpaduan karakter 
kemanusiaan yang seimbang antara karakter 
egoistik dan altruistik. Karakter egoistik 
mengandung simbol, bahwa perusahaan tetap 
diperkenankan untuk tetap mencari laba (namun 
tetap dalam bingkai syari’ah) dan kemudian 
sebagian dari laba (dan kekayaan bersih) yang 
diperoleh dialokasikan pada zakat. Sedangkan 
altruistik mempunyai arti, bahwa perusahaan 
juga mempunyai kepedulian yang tinggi 
terhadap kesejahteraan manusia, alam dan 
lingkungan yang semuanya itu tercermin dalam 
zakat itu sendiri. Keempat, zakat mengandung 
nilai emansipatoris. Ia adalah lambang pem-
bebas dari alam dan penindasan dan eksploitasi 
manusia. Kelima, zakat adalah jembatan 
penghubung antara aktivitas manusia yang 
profan dan ukrowi. Ia zakat memberikan 
kesadaran ontologis bagi diri manusia, bahwa 
segala bentuk kegiatan profan selalu terkait erat 
dengan kedudukan manusia di hadapan Tuhan 
di akherat kelak.  
 
Jembatan Menuju Good Corporate Govern-
ance Dalam Konstruksi Syari’ah  
Hasil pembahasan sebelumnya menyatakan, 
bahwa konsep GCG telah memiliki nilai-nilai 
seperti yang terkandung dalam SET, yaitu: nilai 
keadilan, amanah dan pertanggungjawaban dan 
juga telah memiliki karakter humanis dan 
emansipatoris. Konsep SET ini memberikan 
landasan yang penting dalam merumuskan 
prinsip-prinsip GCG dalam konstruksi syari’ah. 
Aksioma pertama yang mendasari terbentuknya 
prinsip-prinsip GCG dalam konstruksi syari’ah, 
adalah: pertama, Allah sebagai sumber utama 
amanah dan manusia sebagai pengemban 
amanah; kedua, manusia sebagai khalifah 
Allah; ketiga, dalam harta setiap seorang 
muslim terdapat hak orang lain seperti fakir 
miskin, anak-anak yatim, ibnu sabil dan lain-
lain yang dimanifestasikan dalam bentuk zakat, 
infak dan shodaqoh. Dalam sub bab ini, peneliti 
melakukan pembedahan terhadap prinsip-
prinsip GCG versi OECD yang telah ada.  
 
Prinsip perlindungan terhadap hak-hak 
pemegang saham  
Prinsip pertama di atas, jika kita melihatnya 
secara keseluruhan, dapat dikatakan, bahwa 
telah mencerminkan karakter humanis dan 
mencerminkan nilai keadilan, amanah, dan 
pertanggungjawaban. Nilai keadilan pada prin-
sip pertama ini dapat dibuktikan dengan melihat 
tujuannya, yaitu berusaha untuk mendistribusi-
kan rahmat kepada para shareholders dengan 
memperhatikan hak-hak mereka, dengan cara: 
pertama, memberikan kesempatan yang sama 
kepada para shareholders dalam penggunaan 
sumber daya (hak dan kewajiban yang melekat 
padanya) yang ada. Kedua, memberikan 
kesempatan kepada para shareholders untuk 
mendapatkan informasi (tentang perubahan 
Anggaran Dasar atau dokumen sejenis dari per-
usahaan; otoritas tambahan saham; transaksi-
transaksi luar biasa sebagai akibat dari pen-
jualan perusahaan) Ketiga, memberikan 
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menikmati laba sebagai hasil dari pengolahan 
sumberdaya.  
Nilai amanah dalam prinsip pertama ini 
tercermin pada amanah yang diberikan oleh 
para prinsipal (pemilik perusahaan) dan para 
shareholders perusahaan kepada para agen 
(manajemen) untuk menjalankan perusahaan. 
Tentu saja dalam menjalankan perusahaan 
harus dilakukan sesuai dengan keinginan, 
kehendak dan peraturan yang telah ditetapkan 
oleh prinsipal selaku sang pemberi amanah. 
Dengan melaksanakan mandat yang telah 
diamanahkan oleh prinsipal tersebut, maka agen 
(manajemen) telah melaksanakan amanah yang 
telah di embannya.  
Tidak dapat dipungkiri, bahwa konsep 
amanah akan selalu berhubungan dengan 
konsep pertanggungjawaban. Karena, amanah 
yang diemban agen (manajemen) berasal dari 
prinsipal, sebagai konsekuensinya, maka agen 
(manajemen) harus mempertanggungjawabkan 
segala tindakan yang dilakukan dalam upaya 
untuk peningkatan kesejahteraan perusahaan 
kepada prinsipal baik pada saat tujuan tersebut 
tercapai ataupun tidak.  
 
Prinsip persamaan perlakuan terhadap 
seluruh pemegang saham 
Jika kita menelaah secara keseluruhan, maka 
prinsip kedua GCG versi OECD dapat dikata-
kan telah mencerminkan karakter humanis serta 
mencerminkan nilai keadilan, amanah, pertang-
gungjawaban. Nilai keadilan pada prinsip per-
tama ini dapat dibuktikan dengan melihat tuju-
annya, yaitu berusaha untuk mendistribusikan 
rahmat (berupa perlakuan yang sama dan per-
lindungan) kepada para shareholders, dengan 
cara: pertama, memberikan kesempatan yang 
sama kepada para shareholders dalam men-
dapatkan perlakuan dan perlindungan dari 
penyalahgunaan praktik-praktik insider trading 
dan self trading. Kedua, memberikan hak yang 
sama kepada para shareholders dalam hal men-
dapatkan informasi dan pengungkapan 
mengenai hal-hal yang bersifat material dalam 
membuat suatu keputusan.  
Nilai amanah dalam prinsip kedua 
GCG versi OECD dapat dibuktikan pada 
amanah yang diberikan oleh prinsipal (pemilik 
perusahaan) dan para shareholders perusahaan 
kepada para agen (manajemen) untuk men-
jalankan perusahaan. Konsekuensinya, maka 
agen (manajemen) dalam menjalankan per-
usahaan harus melaksanakannya sesuai dengan 
keinginan, kehendak dan peraturan yang telah 
ditetapkan oleh prinsipal (shareholders) selaku 
sang pemberi amanah. Dengan melaksanakan 
mandat yang telah diamanahkan oleh prinsipal 
tersebut, maka dapat dikatakan, bahwa agen 
(manajemen) tersebut telah melaksanakan 
amanah yang telah di embannya.  
Tidak dapat dipungkiri, bahwa konsep 
amanah selalu berhubungan dengan konsep 
pertanggungjawaban. Sesuai dengan amanah 
yang diemban oleh agen (manajemen) berasal 
dari shareholders, maka sebagai konse-
kuensinya, agen (manajemen) harus memper-
tanggungjawabkan segala tindakan yang 
dilakukan untuk peningkatan kesejahteraan para 
shareholders kepada prinsipal, baik pada saat 
tujuan amanah tersebut tercapai ataupun tidak. 
 
Prinsip peranan stakeholders yang terkait 
dengan perusahaan 
Jika kita menelaah prinsip ketiga secara kese-
luruhan, maka dapat dikatakan telah memiliki 
karakter humanis dan emansipatoris serta 
memiliki nilai keadilan, amanah, dan pertang-
gungjawaban. Nilai keadilan pada prinsip 
ketiga ini dapat dibuktikan dengan melihat 
tujuan perusahaan, yaitu berusaha mendistri-
busikan rahmat (pengakuan hak, kekayaan, 
informasi) kepada para stakeholders dengan 
memperhatikan hak-hak mereka, dengan cara: 
pertama, mengakui hak-hak stakeholders 
seperti yang ditetapkan hukum dan mendorong 
kerjasama yang efektif antara perusahaan dan 
stakeholders dalam menciptakan kemakmuran, 
pekerjaan dan kelangsungan hidup perusahaan 
secara financial yang sehat. Kedua, mengakui 
pihak-pihak yang berkepentingan terhadap per-
usahaan, khususnya pihak-pihak yang lain yang 
berada di luar pemegang saham dan pengurus 
perusahaan.  
Nilai amanah dalam prinsip ketiga 
dapat dibuktikan pada amanah yang diberikan 
oleh para prinsipal (pemilik perusahaan dan 
stakeholders) perusahaan kepada para agen 
(manajemen) untuk menjalankan perusahaan. 
Tentu saja dalam menjalankan perusahaan 
harus dilakukan sesuai dengan keinginan, 
kehendak dan peraturan yang telah ditetapkan 
oleh prinsipal selaku sang pemberi amanah. 








diberikan tersebut, maka dapat dikatakan, 
bahwa agen (manajemen) telah melaksanakan 
amanah yang telah diembannya. 
Tidak dapat di pungkiri, bahwa konsep 
amanah selalu berhubungan dengan konsep 
pertanggungjawaban. Sesuai dengan amanah 
yang diembannya berasal dari prinsipal, maka 
manajemen harus mempertanggungjawabkan 
segala tindakan yang dilakukan (membuat 
segala keputusan yang berhubungan dengan 
peningkatan kesejahteraan para pemegang 
saham) tersebut kepada prinsipal, baik pada saat 
tujuan amanah tersebut tercapai ataupun tidak. 
 
Prinsip pengungkapan dan transparansi 
Jika kita melihat prinsip keempat secara kese-
luruhan, maka dapat dikatakan telah mencer-
minkan karakter humanis dan emansipatoris 
serta memiliki nilai keadilan, amanah, dan per-
tanggungjawaban. Nilai keadilan pada prinsip 
keempat ini, dapat dibuktikan dengan melihat 
tujuan perusahaan yang berusaha untuk 
mendistribusikan rahmat (informasi) kepada 
para stakeholders, dengan cara: pertama, me-
lakukan pengungkapan informasi yang dilaku-
kan secara tepat waktu dan akurat, terhadap 
semua hal yang berkaitan dengan perusahaan, 
yang mencakup: posisi keuangan, kinerja per-
usahaan, kepemilikan perusahaan, dan tata 
kelola perusahaan. Kedua, memberikan kemu-
dahan kepada pihak-pihak yang berkepentingan 
untuk mengakses informasi tersebut.  
Nilai amanah dalam prinsip keempat 
GCG versi OECD tampak pada tindakan agen/ 
managemen yang berusaha untuk memberikan 
segala informasi, baik berupa: kondisi keuang-
an, kinerja perusahaan, kepemilikan perusaha-
an, tata kelola perusahaan secara akurat dan 
tepat waktu kepada si pemberi amanah (stake-
holders) . Dengan demikian dapat dikatakan, 
bahwa para agen (manajemen) telah men-
jalankan amanah dari stakeholders dengan baik 
dalam menjalankan perusahaan. Selain itu, 
agen/manajemen dalam menjalankan perusaha-
an telah dilakukan sesuai dengan keinginan, 
kehendak dan peraturan yang telah ditetapkan 
oleh prinsipal selaku sang pemberi amanah.  
Tidak dapat dipungkiri, bahwa konsep 
amanah selalu berhubungan dengan konsep 
pertanggungjawaban. Sesuai dengan amanah 
yang diembannya berasal dari stakeholders, 
sebagai konsekuensinya, maka manajemen 
harus mempertanggungjawabkan segala tin-
dakan yang dilakukan (membuat segala ke-
putusan yang berhubungan dengan peningkatan 
kesejahteraan para pemegang saham) tersebut 
kepada stakeholders tersebut. Hal ini dapat 
dilakukan dengan cara memberikan informasi, 
baik berupa: posisi keuangan, kinerja per-
usahaan, kepemilikan perusahaan, tata kelola 
perusahaan yang secara akurat dan tepat waktu. 
 
Prinsip akuntabilitas dewan komisaris 
Jika melihat prinsip kelima secara keseluruhan, 
maka dapat dikatakan, bahwa prinsip kelima ini 
telah mencerminkan karakter humanis, emansi-
patoris serta nilai keadilan, amanah dan per-
tanggungjawaban. Nilai keadilan pada prinsip 
kelima ini, dapat dibuktikan dengan melihat 
tujuan perusahaan, yaitu berusaha untuk 
mendistribusikan rahmat (dalam bentuk per-
tanggungjawaban) kepada para stakeholders, 
dengan cara: membuat pedoman yang strategis 
dalam perusahaan dalam melakukan peng-
awasan dan akuntabilitas kepada para pe-
megang saham yang dibuat oleh dewan direksi 
dan manajemen. Hal ini dapat diwujudkan 
dengan cara: pertama, memberikan informasi 
yang lengkap, berdasarkan itikad baik, cermat 
dan hati-hati dengan mengutamakan kepen-
tingan perusahaan dan pemegang saham. 
Kedua, keputusan yang diambil harus menun-
jukkan ketaatan terhadap hukum dan memper-
timbangkan kepentingan para pemegang saham. 
Ketiga, keputusan yang diambil oleh dewan 
komisaris yang menyangkut perusahaan dan 
pemegang saham harus dilakukan dengan sikap 
yang obyektif dan independen. Keempat, 
memiliki akses informasi yang akurat, relevan 
dan tepat waktu. 
 
Good Corporate Governance Dalam 
Konstruksi Syari’ah 
Rekonstruksi GCG versi OECD menjadi GCG 
dalam konstruksi syari’ah dilakukan dengan 
mengacu pada pendekatan rekonstruksi yang 
pernah dilakukan oleh Harahap (2008) dalam 
melahirkan teori akuntansi Islam. Menurut 
Harahap (2008), di dalam membahas teori atau 
prinsip akuntansi Islam, maka kita tidak bisa 
melepaskan diri dari pola atau pendekatan yang 
sudah dipakai dalam akuntansi konvensional 
atau akuntansi kapitalistis. Hal ini masih lebih 
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rumusan sendiri dengan pola dan pendekatan 
sendiri dalam merumuskan Teori Akuntansi 
Islam. Pendekatan inilah yang disebut sebagai 
pendekatan rekonstruksi. Rekonstruksi yang 
dilakukan Harahap (2008) tersebut dilakukan 
dengan beberapa cara, yaitu: pertama, memakai 
konsep atau teori yang tidak bertentangan 
dengan Syari’ah Islam. Kedua, membuang, 
menolak, dan menghilangkan konsep akuntansi 
kapitalis atau norma yang bertentangan dengan 
norma Islam. Ketiga, menganalisa dan mere-
difinisi konsep-konsep yang dikategorikan 
masih kabur antara teori akuntansi kapitalis 
atau teori akuntansi Islam. Keempat, merumus-
kan konsep baru yang dimasukkan ke teori 
akuntansi Islam jika belum ada.  
Dengan berdasarkan pada cara-cara 
tersebut, maka prinsip–prinsip GCG dalam 
konstruksi syari’ah sebagai hasil rekonstruksi 
prinsip–prinsip GCG versi OECD, sebagai 
berikut: 1) prinsip Pemahaman atas stake-
holders perusahaan; 2) prinsip perlindungan 
terhadap hak-hak stakeholders; 3) prinsip 
persamaan perlakuan terhadap hak-hak stake-
holders; 4) prinsip pengungkapan dan trans-
paransi; 5) prinsip akuntabilitas perusahaan.  
 
PENUTUP 
Upaya Merekonstruksi GCG konvensional 
menjadi GCG syari’ah 
Upaya melakukan rekonstruksi GCG konven-
sional (GCG versi OECD) menjadi GCG dalam 
konstruksi syari’ah dilakukan, karena, menurut 
peneliti GCG konvensional sampai saat ini 
masih belum belum bisa diterapkan secara baik. 
Fenomena tersebut pantas untuk direnungkan 
kemudian dicarikan solusi untuk menjawab 
permasalahan yang ada. “Mengapa sampai 
sekarang konsep tersebut begitu sulit diterap-
kan, apakah karena sistim dan kultur yang tidak 
kondusif? Ataukah memang karena ada sesuatu 
yang salah di dalam konsep tersebut?”. 
GCG merupakan persoalan dunia, di 
mana di dalam pelaksanaannya tidak hanya 
dibutuhkan adanya suatu sistim dan kultur yang 
kondusif. Tetapi lebih dari itu, pelaksanaannya 
membutuhkan suatu itikad baik dari para 
personal yang menjalankannya. Melihat 
fenomena dan realitas, bahwa konsep GCG dan 
prinsip-prinsipnya masih belum berhasil 
diterapkan, khususnya di Indonesia, maka 
peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di 
luar bingkai positivism. 
Tujuan dari penelitian ini adalah mela-
kukan rekonstruksi terhadap konsep GCG versi 
OECD bila menggunakan shari’ate enterprise 
theory. Sedangkan konsepsi GCG yang dikritik 
dalam penelitian ini adalah prinsip-prinsip dari 
GCG. Prinsip ini difokuskan pada prinsip-
prinsip yang digagas oleh The Organizational 
for Economic Corporate and Development 
(OECD) yang meliputi lima prinsip, yaitu: 
pertama, perlindungan terhadap hak-hak pe-
megang saham. Kedua, persamaan perlakuan 
terhadap seluruh pemegang saham. Ketiga, 
peranan stakeholders yang terkait dengan per-
usahaan. Keempat, keterbukaan dan trans-
paransi. Kelima, akuntabilitas dewan komisaris 
(board of directors). Hal ini dilakukan, karena 
prinsip-prinsip GCG versi OECD adalah sebuah 
prinsip yang seringkali dijadikan sebagai acuan 
atau pedoman bagi negara lain untuk menyusun 
prinsip-prinsip GCG baru yang disesuaikan 
dengan sistim hukum, aturan, atau nilai yang 
berlaku di negara masing-masing bilamana 
diperlukan. 
Setelah melakukan analisis terhadap 
prinsip-prinsip GCG versi OECD tersebut, 
maka dapat disimpulkan, bahwa prinsip-prinsip 
GCG versi OECD secara keseluruhan, telah 
mencerminkan nilai keadilan, amanah dan per-
tanggungjawaban. Selain itu, juga telah men-
cerminkan karakter humanis dan emansipatoris. 
Jika kita merujuk pada pemaparan bab III dan 
V sebelumnya, maka nilai keadilan, amanah 
dan pertanggungjawaban yang dimiliki pada 
kelima prinsip GCG versi OECD sudah banyak 
bersentuhan dengan nilai keadilan, amanah dan 
pertanggungjawaban, seperti yang diaman-
demenkan di dalam shari’ate enterprise theory. 
Tentu saja dengan substansi yang berbeda. 
Karena, prinsip-prinsip tersebut di bangun 
diatas nilai yang berbeda dengan nilai-nilai 
Islam atau bahkan sama sekali berbeda dengan 
nilai-nilai Islam.  
Dengan demikian, maka hasil rekon-
struksi prinsip-prinsip GCG versi OECD men-
jadi GCG dalam konstruksi syari’ah, sebagai 
berikut: pertama, prinsip pemahaman atas 
stakeholders perusahaan. Kedua, prinsip per-
lindungan terhadap hak-hak stakeholders. 
Ketiga, prinsip persamaan perlakuan terhadap 
seluruh stakeholders. Keempat, prinsip keter-








Table 3: Hasil Analisa Shari’ate Enterprise Theory atas  








Nilai keadilan: memiliki nilai keadilan tetapi 
dengan substansi yang berbeda dengan ke-
adilan di dalam shari’ate enterprise theory. 
Nilai Amanah: memiliki nilai amanah tetapi 
dengan substansi yang berbeda dengan 
amanah di dalam shari’ate enterprise theory. 
Nilai pertanggungjawaban: memiliki nilai 
pertanggungjawaban tetapi dengan substansi 
yang berbeda dengan pertanggungjawaban 
di dalam shari’ate enterprise theory. 
Memasukkan nilai-nilai tauhid 
ke dalam prinsip ini. Sehingga, 
akan terjadi pergeseran sumber 
utama amanah di dalamnya. 
Dari sumber utama yang 
berasal dari manusia, menjadi 
berasal dari Allah. Dengan 
demikian, nilai keadilan, 
amanah dan 
pertanggungjawaban di dalam 
prinsip-prinsip ini akan 
memiliki substansi yang sama 
dengan nilai keadilan, amanah, 
dan pertanggungjawaban 
seperti yang dimiliki oleh 





Nilai keadilan: memiliki nilai keadilan tetapi 
dengan substansi yang berbeda dengan ke-
adilan di dalam shari’ate enterprise theory. 
Nilai Amanah: memiliki nilai amanah tetapi 
dengan substansi yang berbeda dengan 
amanah di dalam shari’ate enterprise theory. 
Nilai pertanggungjawaban: memiliki nilai 
pertanggungjawaban tetapi dengan substansi 
yang berbeda dengan pertanggungjawaban 
di dalam shari’ate enterprise theory. 




Nilai keadilan: memiliki nilai keadilan tetapi 
dengan substansi yang berbeda dengan ke-
adilan di dalam shari’ate enterprise theory. 
Nilai Amanah: memiliki nilai amanah tetapi 
dengan substansi yang berbeda dengan 
amanah di dalam shari’ate enterprise theory.  
Nilai pertanggungjawaban: memiliki nilai 
pertanggungjawaban tetapi dengan substansi 
yang berbeda dengan pertanggungjawaban 
di dalam shari’ate enterprise theory. 
4. Pengungkapan dan 
keterbukaan  
Nilai keadilan: memiliki nilai keadilan tetapi 
dengan substansi yang berbeda dengan ke-
adilan di dalam shari’ate enterprise theory. 
Nilai Amanah: memiliki nilai amanah tetapi 
dengan substansi yang berbeda dengan 
amanah di dalam shari’ate enterprise theory. 
Nilai pertanggungjawaban: memiliki nilai 
pertanggungjawaban tetapi dengan substansi 
yang berbeda dengan pertanggungjawaban 
di dalam shari’ate enterprise theory. 
5. Akuntabilitas 
Dewan Komisaris 
Nilai keadilan: memiliki nilai keadilan tetapi 
dengan substansi yang berbeda dengan ke-
adilan di dalam shari’ate enterprise theory. 
Nilai Amanah: memiliki nilai amanah tetapi 
dengan substansi yang berbeda dengan 
amanah di dalam shari’ate enterprise theory. 
Nilai pertanggungjawaban: memiliki nilai 
pertanggungjawaban tetapi dengan substansi 
yang berbeda dengan pertanggungjawaban 
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Tabel 4: Hasil Analisa Shari’ate Enterprise Theory atas  








Karakter humanis: memiliki karakter 
humanis tetapi dengan substansi yang 
berbeda dengan karakter humanis di dalam 
shari’ate enterprise theory. 
Karakter emansipatoris : Tidak memiliki 
karakter emansipatoris. 
Karakter transendental: Tidak memiliki 
karakter transendental. 
Karakter teleologikal: Tidak memiliki 
karakter teleological. 
Memasukkan nilai-nilai tauhid 
ke dalam prinsip ini. Sehing-
ga, akan terjadi pergeseran 
sumber utama amanah di 
dalamnya. Dari sumber utama 
yang berasal dari manusia, 
menjadi berasal dari Allah. 
Dengan demikian, maka 
prinsip-prinsip ini akan 






Karakter humanis: memiliki karakter 
humanis tetapi dengan substansi yang 
berbeda dengan karakter humanis di dalam 
shari’ate enterprise theory. 
Karakter emansipatoris : Tidak memiliki 
karakter emansipatoris. 
Karakter transendental: Tidak memiliki 
karakter transcendental. 
Karakter teleologikal: Tidak memiliki 
karakter teleological. 




Karakter humanis: memiliki karakter 
humanis tetapi dengan substansi yang 
berbeda dengan karakter humanis di dalam 
shari’ate enterprise theory. 
Karakter emansipatoris: memiliki karakter 
emansipatoris tetapi dengan substansi yang 
berbeda dengan karakter emansipatoris di 
dalam shari’ate enterprise theory. 
Karakter transendental: Tidak memiliki 
karakter transcendental. 
Karakter teleologikal: Tidak memiliki 
karakter teleological. 
4. Pengungkapan dan 
keterbukaan  
Karakter humanis: memiliki karakter 
humanis tetapi dengan substansi yang 
berbeda dengan karakter humanis di dalam 
shari’ate enterprise theory. 
Karakter emansipatoris: memiliki karakter 
emansipatoris tetapi dengan substansi yang 
berbeda dengan karakter emansipatoris di 
dalam shari’ate enterprise theory. 
Karakter transendental: Tidak memiliki 
karakter transcendental. 
Karakter teleologikal: Tidak memiliki 
karakter teleological. 
 
Implikasi Penelitian  
Dengan adanya penelitian ini, diharapkan per-
usahaan tidak lagi mensentralkan pembagian 
rejeki hanya kepada para shareholders dan 
stakeholders yang telah memberikan kontribusi 
baik langsung (kekayaan dan ketrampilan) dan 
tidak langsung kepada perusahaan saja, tetapi 
juga masyarakat, sekitar: seperti fakir miskin, 
anak-anak yatim, ibnu sabil dan lain-lain (lihat 
Q.S. An-Nuur ayat 56; Al-Baqaraah ayat 215; 
dan Al-Baqaraah ayat 273). Sehingga kesejah-










Beberapa hal yang menjadi keterbatasan dalam 
penelitian ini adalah, pertama, berkaitan dengan 
GCG, konsep ini merupakan konsep yang 
berhubungan dengan mekanisme dan system 
dalam perusahaan. Karena pembahasannya 
yang begitu luas, maka penelitian ini hanya 
mengkritisi prinsip-prinsip GCG versi OECD 
yang merupakan sebagian kecil dari konsep 
GCG yang  
ada. Kedua, keterbatasan proses. Keterbatasan 
ini terjadi dikarenakan singkatnya waktu 
penelitian dan keterbatasan dana yang dimiliki 
oleh peneliti. Sehingga data yang digunakan 
dalam penelitian terbatas yang mengakibatkan 
tidak maksimalnya penganalisaan topik yang 
diteliti. Ketiga, keterbatasan kemampuan 
peneliti dalam menganalisis dan mengungkap-
kan berbagai realita dalam penelitian.  
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